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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam “Implementasi Program Pencegahan‘dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi  Kalimantan Barat| di
kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Adapun masalah yang terjadi yaitu Penyampaian
informasi mengenai bahaya narkoba belum optimal,sumber daya yang belum terpenuhi dan kerjasama dengan pihak
eksternal belum' inten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, Teori yang
digunakan adalah Teori Edward Ill yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birekrasi. Hasil dari
penglitian ini adalah BNN Provinsi Kalbar sebagai implementor, khususnya di bidang pencegaham kurang banyak
melakukan penyuluhan atau sosialisasi di kalangan masyarekat khususnya mahasiswa di Universitas Tanjungpura
dan kurang membangun kerjasama dan komunikasi_dengan pihak luar atau masyarakat. Faktor kurangnya sumber
daya'yaitu kurangnya tenaga kerja di BNN Provinsi Kalbar sefta sumber-sumber pendukung lainnya berupa sarana
dan prasarana seperti tidak tersedianya buku-buku tentang bahaya narkoba maupun video-video tentang bahaya
penyalahgunaan narkoba serta media elektronik lainnya serta jarang melakukan tes urin terutama di universitas-
universitas Kota Pontianak sehingga berdampak ‘dari kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan
penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap! bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saran bagi BNN Provinsi Kalbar harus lebih banyak mengadakan
kegiatan-kegiatan mengenai bahaya narkoba dan melakukan tes keseluruh kampus- kampus di pontianaki khususnya
di Universitas Tanjungpura karena pelgjar atau mahasiswa adalah target utama-pemerintah dalam mencegah
penggunaan harkoba diusia dini. Serta harus |ebih*bekerjasama dengarrmasyarakat sekitar untuk melaporkan tindak
narkoba di lingkungan sekitarnya

Kata-kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi
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IMPLEMETATION PROGRAM FOR PREVENTION OF MUNICIPATION AND
DISTRIBUTION OF DRUGSIN BNN WEST KALIMANTAN IN STUDENTS
UNIVERSITY TANJUNGPURA STUDENTS TANJUNGPURA

Abstract

The purpose of this study is to discuss drug abuse among Tanjungpura university students in Pontianak. The problem
in this study is the fact that the information about drug.abuse.has not been socialised optimally. In addition, thereisa
lack of resources and lack of cooperation with=external elements..The study used a qualitative approach with a
descriptive design. It departed from a.theory of Edward Ill i.e. Gammunication, resources, disposition, and
bureaucracy administration. Result,of the study showed that as an implementer,, BNN in West Kalimantan was less
active in doing counselling orusocialization to public, especially to Tanjungpurazuniversity student. Further, the
agency did not a wide coopération and communication with external elements or communities. Another factor was
the lack of resources in/BNN West Kalimantan, for example human resources and other supperting resources such as
books or videos discussing about the danger of drugs. The agency was aso reported to barely. perform urine test
especially to university studentiin Pontianak. Therefore, the lack of this preventive program could influence the
students knowledge and understanding towards the danger of drug abuse and thejillegal circulation ef, drugs. This
study thensrecommends BNN to actively organize events which discusses the danger of drugs. Additioanally, they
should .conduct urine test to all university students in Pontianak because the students are BNN’s main target to
prevent the use of, drug in the early ages. Finally; the BNN should bulid a good cooperation with the community to
report any drug abuseamong their neigbourhood.

Keywords: communication, resources, disposition, andbureaucracy structure

A. PENDAHULUAN gelap. Indonesia  bahkan

Mmasyarakat dunia pada umumnya saat ini

Masyarakat

L atar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika di
Indonesia, &sekarang ini.._sudah = sangat
disebabkan
beberapa ha antara lain karena Indonesia

memprihatinkan. Ha ini

yang terletak pada posisi,di antaratiga benua
dan mengingat perkembangan ifmu
pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh
globalisasi, arus transportasi yang sangat
mau dan penggeseran nilai matrialistis

dengan dinamika sasaran opini peredaran
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sedang dihadapkan pada keadaan yang
sangat mengkhawatirkan akibat /maraknya
pemakaian secara illegal bermacam -
macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini
semakin di  pertgqam akibat maraknya
peredaran gelap _narkotika yang telah
merebak di segala lapisan masyarakat,
termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini
akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan

bangsa dan negara pada masa mendatang.
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Badan Narkotika Nasional adalah
sebuah  lembaga

kementrian Indonesia yang mempunyai

pemerintahan  non

tugas pemerintahan dibidang pencegahan
dan pemberantasan narkotika.  Untuk
mengatasi peredaran narkoba di  kota
Pontianak  keberadaan BNN _Provinsi
Kaimantan Barat sangatlah diharapkan
karena  BNN

pemerintahan yang di _khususkan untuk

merupakan lembaga
menangani.spencegahan=dan pemberantasan
penyalahgunaan ‘markotika di Indonesia,
sekarang ini stidah sangat memprihatinkan.
Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain
karena Indonesia yang terletak pada posisi di
antara tiga benua dan  mengingat
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus
transportass  yang sangat mau dan
penggeseran nila  matrialistis  dengan
dinamika sasaran opini peredaran. gelap.
Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat
dunia pada; umumnya--saat_ini  sedang
dihadapkan pada keadaan ®yang  sangat
mengkhawatirkan akibat maraknya
pemakaian secara ‘illegal bermacam -
macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini
semakin di  pertggam akibat maraknya
peredaran gelap narkotika yang telah
merebak di segala lapisan masyarakat,

termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini
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akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan
bangsa dan negara pada masa mendatang.
Badan Narkotika Nasiona adaah
sebuah  lembaga
kementrian Indonesia yang mempunyal

pemerintahan  non

tugas pemerintahan dibidang pencegahan
dan ““pemberantasan  narkotika.  Untuk
mengatasi peredaran narkoba di  kota
Pontianak  keberadaan BNN  Provins
Kaimantan® Barat sangatlah diharapkan
karena. BNN

pemerintahan yang di  khususkan® untuk

merupakan lembaga
menangani pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (PAGN).Program ini . merupakan
program pemerintah dalam "upaya untuk
menangani permasalahan narkoba yang ada
di Indonesia khususnya di wilayah Kota
Pontianak  disebabkan
narkoba sekarang ini merupakan masalah

penyal ahgunaan

yang serius dan menjadi tanggung jawab
warga masyarakat. dan pemeriptah Kota
Pontianak.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba
di Kota Pontianak saat ini bukan hanya
didominasi orang.dewasa saja, namun sudah
merambah pada usia remga dan bahkan
dikalangan pelgar. Ha ini disebabkan
kondis mental para remgja masih labil dan
cepat terpengaruh. Pada dasarnya usia
remgja adalah usia dimana rasa ingin tahu
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akan sesuatu itu sangat tinggi. Asalkan ada
kontrol yang baik dari para orang tua
dilingkungan masyarakat, kontrol dari para
guru melalui hal-hal positif seperti kegiatan
ekstrakurikuler, penggjian ilmu agama dan
kegiatan positif lainnya.

Kota Pontianak sebagai
Kaimantan Barat dapat .disebut darurat
Narkoba, karena Data Badan Narkotika
Nasional (BNN) Kabar mencatat jumlah
pengguna narkotika di=Kabar diperkirakan

ibukota

mencapa 1,7 pefsen’ atau setara 67 ribu
pengguna narketika dari jumlah penduduk
Kaimantan Barat. Adapun Kota Pontianak
sendiri masuk kategori darurat narkoba.
Bagaimana tidak, dari data Satuan Reserse
Narkotika =(Satrestik) Polresta Pontianak,
penangkapan para pelaku maupun pengguna
narkoba yang ada di Kota Pontianak, terus
mengalami peningkatan.

Badan narkotika Nasional (BNN) telah
membentuk tiga bidang yaitu:
Rehabilitasi Dan
Pencegahan. Diharapkan dari ketiga bidang

Pemberantasan,

tersebut dapat menekan peredaran narkoba
d Kaimantan Baratw.khususnya Kota
Pontianak, dan dapat menyelamatkan
generass muda bangsa Indonesia dari
kehancuran akibat narkoba yang telah
menjalar hingga pelosok Nusantara. BNN
Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014
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juga pernah membentuk Forum Masyarakat
Anti Narkoba (Formas) Kota Pontianak yang
bertujuan membantu tugas BNN berkaitan
dengan kampanye dan  pencegahan
penyalahgunaan bahaya narkoba. BNN Kota
Pontianak dan Formas Kota Pontianak juga
berperan, aktif dan berkelanjutan dalam
memberikan “informass dan mengawasi
pergerakan peredaran‘narkoba di 2.255 gang
yang ftersebar di 19 kelurahan dan 6
kecamatan.

Kebijakan PAGN merupakan salah satu
upaya yang berkaitan untuk menjadikan
lembaga pendidikan atau kampus bebas dari
kejahatan dan peredaran narkoba. Untuk itu,
diperlukan sebuah usaha dalam. pelibatan
seluruh komponen yang ada di lingkungan
kampus terutama dari mahasiswa dan dosen
melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan.
Kegiatan kemahasiswaan merupakan hal
yang sangat penting dalam membangun
kreatifitas dan kekeluargaan " sehingga
tumbuh ' sikap positif mahasisva untuk

berprestasi dalam proses pengembangan diri.

Rumusan M asalah

Berdasarkan identifikas masalah di
atas, maka masalah pokok pendlitian ini
adalah Bagamana Badan Narkotika
Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat

Mengimplementasikan  Program  PAGN
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(Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba)
Pada Kalangan Mahasiswa di Universitas

Tanjungpura K ota Pontianak?

Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini pada_dasarnya
digjukan untuk mencapai sebuah tujuan yang
ingin dicapai yaitu:

1. Untuk
ProgramPencegahan.dan Pemberantasan
Penyal ahgunaan; Narkoba Pada Badan
Narkotika "Nasiona (BNN) Provins
Kalimantan Barat di

mengetahui Implementasi

Kaangan
Mahasiswa Untan yang dirasakan masih
belum maksimal.

2. Ingin faktor-faktor

“Implementasi

mengetahui
penghambat dalam
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba Pada Badan
Narkotika Nasional (BNN) _Provins
Kalimantan Barat di kalangan Mahasiswa

Universitas Tanjungpura-Kota Pontianak.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitiaminizdiharapkan mampu
memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritismampu memberikan
masukan tentang “Implementasi Program
Pencegahan dan
Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan

Pemberantasan
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Narkotika Nasional (BNN) Provins
Kadimantan Barat Pada Kaangan
Mahasiswa di Universitas Tanjungpura
K ota Pontianak.

2. Manfaat praktis:. Dapat memberi suatu
masukan berbagai pihak khususnya
masyarakat dan pemerintah agar dapat
bersama-sama mencegahan dan

Mmemberantasan penyalahgunaan narkoba

khususnya di K ota Pontianak.

Timjauan Pustaka

Kebijakan publik ‘merupakan ilmu
yang relatif baru karena baru berkembang
pesat di Amerika Utara dan"Eropa setelah
perang dunia kedua. Ilmu ini ‘sesungguhnya
merupakan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan dan sinisme terhadap ilmu politik
oleh karena ilmu politik dipandang’ tidak
aplikabel, tidak praktis dan lebih; bersifat
analisis teoritis belaka (Badjuri &Y uwono,
2003:7).

Kemudian Menurut Van Meter dan
Van Horn (dalam Agustino, 2008:139)
mengatakan bahwasifmplementasi kebijakan
sebaga tindakn-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu-individu atau pejabat-
pej abat atua kel ompok-kel ompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah
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digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa
implementasi  kebijakan menyangkut tiga
hal, yaitu :

1. Adanyatujuan atau sasaran kebijakan;

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian
tujuan; dan

3. Adanyahasil kegiatan.

Edwards 1

implementasi

Sedangkan
(2008:25)mengatakan
kebijakan publik merapakan proses kegiatan
administratif "syang dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini
terletak di antara perumusan kebijakan dan
evauas kebijakan. Implementasi kebijakan
menganding logika yang  top-down,
maksudnya menurunkan/menafsirkan
alternetif-alternatif yang masih abstrak atau
makro’; menjadi  alternatif yang bersifat
kongkrit atau mikro. Sedangkan formulasi
kebijakan mengandung -logika buttom up,
dalam arti proses ini diawali-oleh pemetaan
kebutuhan publik atau pengakomaodasian
tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan
pencarian dan pemilihan. aternatif cara
pemecahannya, kemudian diusulkan untuk

ditetapkan.
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B. METODE PENELITIAN

Jenis Pendlitian
Penelitian ini  bersifat  deskriptif
kualitatif, yang artinya suatu penelitian yang
dilakukan untuk mendapatkan gambaran
umum=atau deskripsi tentang apa yang
diteliti. Untuk=memberikan deskripsi atau
gambaran  umum = tersebut,  pendliti
mendasarkan asumsi pada“program P4GN

pada BNN Provins Kalbar.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang
diperlukan yaitu:
1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, vyatu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (interviewer) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode »y wawancara  dalam bentuk
wawancara bebas terpimpin yaitu dalam
mel aksanakan wawancara peneliti membawa
pedoman yang hanya merupakan garis besar
tentang hal-hal yang akan ditanyakan yang
selanjutnya pertanyaan tersebut diperdalam.
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2. Observas

Observasi atau pengamatan langsung
dengan cara mengumpulkan data serta
mencatat gejala-gegjala yang Nampak pada
objek penelitian merupakan salah satu teknik
pengumpulan data. Dengan teknik observasi
peneliti  dapat memperoleh gambaran
langsung dan mengetahui-~"keadaan yang
sesunguhnya yang terjadi di lapangan. Alat
yang digunakan-adal ah daftar ceklist.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah penditian aangkah
lebih baiknyardilengkapi dokumentasi guna
memperkuat fakta — fakta dilapangan, dari
metode-metode lain mencari data mengenal
hal-hal "variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar,majalah, prasasti
notulen rapat, agenda dan sebagainya. Alat
yang digunakan yaitu buku catatan dan
kamera.

Subjek dan'Objek Penedlitian
Subjekpenelitian yang=penditi_ pilih
adalah mereka’; yang mengetahui 'dan
memahami masalah téntang Program PAGN
di BNN Provinsi Kalbar yaitu :
1. KepaaSeksi Pemberdayaan Masyarakat
Badan Narkotika Nasiona Provins
(BNNP) Kalbar
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2. Kepaa Seks Konsolar Adiks BNN
K ota Pontianak
3. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa

Peduli Napza Universitas Tanjungpura.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian_ini adalah menggunakan
teknik kualitatif. Dalam penygjian data
kualitatif, analisis data 'yang digunakan
merupakan proses mengatur urutan data dan
mengorganisasikan = ke  dalam . suatu
polakategori dan satuan uraian dasar.
Analisis data kualitatif akan diarahkan pada
uraian tentanglmplementasi Program
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan
Narkotika Nasional (BNNP)Provins
Kalimantan Barat Pada Kalangan
Mahasiswa di Universitas Tanjungpura Kota
Pontianak.. Dengan menggunakan teknik
deskriptif analisis dapat dikembangkan
pendeskripsian._dan. sekaligus /interprestasi
atau._hasily wawancara sesuai;dengan tujuan

penelitian.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikas

Komunikas yang dilakukan BNN
Provinsi Kalbar dengan pihak terkait sudah
cukup baik dan mendapat respon baik dari
pihak tertentu. Ha ini  memberikan
terbukanya peluang untuk=BNN Provins
Kalbar dalam melaksanakan program PAGN
di seluruh sekolah, universitas™ ataupun
lembaga lainnya yang«ada di Pontianak
khususnya. Tetapi‘sangat disayangkan sekali
bahwa Universitas Tanjungpura sebagal
salah satu Universitas terbesar di Pontianak
karang memiliki perhatian oleh ‘BNN
Provinss Kaimantan Barat dikarenakan
hanya memiliki kader-kader di beberapa
fakultas sgja. Hal ini sangat tidak efektif dan
efisen mengingat Universitas Tanjungpura
memiliki banyak fakultas yang seharusnya di
setigp fakultas harus memiliki perwakilan
kader yang dibentuk langsung oleh BNN

Provins Kaliamantan Barat:

Sumber Daya

Sumber daya™manusia di BNN
Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui
bahwa jumlah pegawa atau staf masih
sangat kurang karena staf sedikit kewalahan
terhadap pekerjaan yang sangat menyita
waktu dan tenaga disebabkan karena
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kegiatan di luar kantor atau bepergian ke
luar kota Kondis ini tentu akan
mempengaruhi  efektifitas  implementasi
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Pencegahan Gelap
Narkoba. Jika kondis seperti ini hanya
diabakan begitu sgja maka keberhasilan
suatu program=akan mengalami hambatan
dan program yang.. diimplementasikan
menjadi’ lamban_serta tujuan_dari kebijakan

akan sulit untuk dicapai.

Disposis

Para tenaga kerja sudah- diberi tugas
sesua keahliannya masing- masing. Hal itu
membuktikan mereka sudah™ terlatih dan
mempunyai  keahlian  khusus  untuk
menjaankan tugasnya masing- masing. Para
staf juga memiliki tugas di lapangan.
Sebenarnya hal ini sudah berjalan 'sesuai
dengan.pedoman kerja mereka, tetapi masih
belum berjalan maksmal kargna tidak
sebanding dengan . kasus narkoba yang

memang;sangat merajalela sekarang ini.

Struktur Birokrasi

BNN Provinsi Kabar pastinya sudah
memiliki  struktur birokrasi yang jelas.
Hanya sgja kasus narkoba ini sudah di tahap
yang mengkhawatirkan, agar segala visi dan
misi bisa tercapa memang harus memiiki
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tekad yang kuat dalam bekerja karena dalam
hubungannya dengan Implementasi
kebijakan yang bersifat kompleks, menuntut
adanya kerjasama banyak pihak. Kerjasama
ini hanya mungkin terdapat dalam birokras
yang mempunyal struktur yang ideal dengan
pembagian tugas yang jelas. Ketika-strukur
birokrasi tidak terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal ini
akan menyebabkan ketidakefektifan dan

menghambat |al anya pelaksanaan kebijakan.

kondusit

D. KESIMPULAN

1. |\Komunikasi

Implemetasi kebijakan publik agar
dapat mencapai keberhasilan,
mensyaratkan agar implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan
secara jelas. Apa yang menjadi_tujuan
dan Sasaran kebijakan harus
diinformasikan kepada kelompok ' sasaran
(target group); sehingga akam: mengurangi

distors implementasi.

2. Sumber Daya

Daam implementasi kebijakan harus
ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya
manusia, materi dan metoda. Sasaran,
tujuan dan is kebijakan walaupun sudah
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dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan
melaksanakan,
implementasi tidak akan berjalan efektif dan

sumberdaya untuk

efisien.

3. Disposisi

Disposisi adalah  watak dan
dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kegjujuran,

karakteristik yang

sifat demokratis. Apabila implementor
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa VYyang diinginkan oleh pembuat
kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi  kebijakan bisa [jadi
masih belum efektif karena adanya ketidak
efisien struktur birokrasi (deficiencies in
bureaucratic structure). Struktur birokrasi
ini mencakup aspek-aspek seperti struktur
organisas, pembagian kewenangan,
hubungan; antara unit-unit organisasi yang
ada dalam organisasi yang bersangkutan dan
hubungan organisasidengan organisasi luar
dan sebagainya Maka dari itu jika
semuanya bisa berjalan secara
berdampingan  segala aspek  harus

dimaksimalkan.
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E. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan kualitas
komunikasi yang dilakukan khususnya
komunikasi kepada masyarakat terutama
daam bentuk sosidisasi. Ha ini agar
masyarakat khususnya pelgar/mahasiswa
dapat memahami dengan-bak tujuan dari
Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan _Peredaran Gelap
Narkoba/(PAGN).

2. Faktor sumber daya merupakan salah satu
hal yang penting dalam implementasi
program P4AGN, oleh karena itu perlunya
peningkatan kualitas personil atau staff di
Badan Narkotika Nasional Provins
Kaimantan Barat. Disamping itu
penambahan tenaga personil staf di BNIN
Provins Kalimantan Barat juga perlu
ditingkatkan agar sosidisas  yang
dilakukan lebih komprehensif . .kepada
masyarakat.

3. Harus lebih  menempatkan. kebijakan
menjadi prioritas programjy® penempatan
pelaksana dengan orang-orang Yyang
mendukung  program,..memperhatikan
keseimbangan daerah, agama, suku, jenis
kelamin dan karakteristik demografi yang
lain. Disamping itu penyediaan dana yang
cukup guna memberikan insentif bagi
para pelaksana program agar mereka
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mendukung dan bekerja secara total
dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Kebijakan yang komplek membutuhkan
kerjasama  banyak orang, serta
pemborosan sumberdaya akan

mempengaruhi  hasil  implementasi.

Perubahan yang dilakukan tentunya akan

mempengaruhi individu dan secara umum

akan'  mempengaruhi “.sistem dalam

birokrasi.
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